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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir belum sesuai 
dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Perparkiran, hal ini dikarenakan belum harmonisnya penegakan hukum 
pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan 
Polresta Kota Yogyakarta. 
2. Berkaitan dengan kendala, hanya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang 
menemukan adanya kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana 
terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta, yaitu: 
a. Kendala Internal 
Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga 
tidak dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
perparkiran di Kota Yogyakarta. Selain itu dalam melakukan penegakan 
hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir, Dinas Perhubungan 
Kota Yogyakarta menemukan ada beberapa aparat penegak hukum yang 
ternyata turut serta dalam terjadinya pungutan liar juru parkir, sehingga 
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mempersulit Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melakukan 
penegakan hukum pidana. 
b. Kendala Eksternal 
Oknum juru parkir tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya 
dengan melarikan diri ketika Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 
hendak melakukan penegakan hukum pidana. Hal ini justru mempersulit 
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk menertibkan para oknum juru 
parkir. 
Selain itu juga kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberantas 
pungutan liar di Kota Yogyakarta. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran 
yaitu: 
1. Hendaknya dibuat ketentuan agar Polresta Kota Yogyakarta dan Dinas 
Perhubungan Kota Yogyakarta mempunyai divisi khusus untuk menangani 
pungutan liar juru parkir yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga terdapat 
pembagian kerja yang jelas dan terorganisir di antara kedua instansi. 
2. Meskipun sanksi pidana mengenai pelanggaran yang dilakukan juru parkir 
hanya diatur dalam Peraturan Daerah, ada baiknya untuk meperhatikan sanksi 
yang diberikan supaya lebih memberikan efek jera. 
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